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PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

WALI KOTA SEMARANG,

bahwa untuk mengintegrasikany,dan “imenyelaraskan
penganggaran sampai defigan pertanggungjawaban perlu
adanya bagan akun standar pemerintah daerah;

bahwa bagan akun ‘standasms pemerintahh’ daerah ini
digunakan  untuk) mendukung " Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian
hukum dalam penyusunan, laporan keuangan sehingga
perlu membentuk bagan akunistandar pemerintah daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf ‘a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali/Kota iSemarang tentang Bagan Akun
Standar Pemerintah Daerah;

Undang-Undang/ Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan = Daerah-daerah @ Kota Besar dalam
lingkungan, Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2



Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia'Nomer 5S165);

9. Peraturan Pemerintah Nomof 27 Tahun 2014, tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 32014, Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaima telah diubah' dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintahy, Nomor 27 “Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik 2Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik‘indenesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan' jlembaran ~“Negara Republik Indonesia
Nomor 6523)

10. Peraturan Pemerintah Nemor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuafigan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1y PeraturanyDaerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota “Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

127 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2024
Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR
PEMERINTAH DAERAH



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kota Semarang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya) disingkat BAS
adalah pedoman bagi pemerintah daerah dalam
melakukan kodefikasi akun yang “imenggambarkan
struktur laporan keuangan, secara), lengkap. BAS
digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal,
pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada
neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat'Daerahfyang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsurperangkat daerah, pada pemerintah
daerah yang melaksanakan urusan peémerintahan daerah.

Satuan Kerja PengelolaasKeuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat © SKPKD “tadalah. »wunsur penunjang urusan
pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Akuntansi adalah preses pencatatan, pengukuran,
pengklarifikasian, pengikhtisaran, pengikhtisaran
tramnsaksi, dan kejadian keuangan, penginterprestasian
atas hasilnya serta penyajian laporan.

Sistemy Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian
sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemeén lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis’ transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat
LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan- LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA
dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercerminkan dalam  pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan = periode
sebelumnya.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya
disebut Pendapatan-LRA adalah ") penerimaan oleh
Bendahara Umum Daerah ataupoleh entitas‘pemerintah
daerah lainnya yang menambah ‘Saldo Anggaran Lebih
dalam periode tahun amggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah daerah, danftidak,perlu dibayar
kembali oleh pe merintah daerah:

Belanja adalah semuaypengeluaran-eleh Bendahara Umum
Daerah yang meéngurangi Saldo Anggaran Lebih dalam
periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
diperoleh ¢ pembayarannya »kembali oleh pemerintah
daerah.

Pembiayaan adalah setiapypenerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun
pada tahun-tahun‘anggaran berikutnya.

Pendapatanikaporan Operasional yang selanjutnya disebut
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
SKPD dan SKPKD dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjamin bahwa
semua transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi di
lingkungan Pemerintah Daerah pada SKPD dan SKPKD dicatat
sesuai dengan BAS.



BAB II
BAS

Pasal 4

(1) BAS dirinci sebagai berikut :
a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek

(2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayaty(1) huruf a
terdiri atas:
a. 1 menunjukkan kode akun Aset
b. 2 menunjukkan kode akun Kewajiban

3 menunjukkan kode akun Ekuitas

4 menunjukkan kode akun Pendapatan-LRA

5 menunjukkan kode akun Belanja

6 menunjukkan kode akun Pembiayaan

7 menunjukkan kode akunyPendapatan-LO

8 menunjukkan kode akun Beban

AR LN NS

(3) Ketentuan mengenai rincian BAS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagiantidak tespisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA S RANG,
AGUSTINA G M UTI

ARANG TAHUN 2025 NOMOR

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH K

N




